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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, 

maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut 

ini : 

5.1.1. Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah 

.Berdasarkan hasil perhitungan yang penulis buat  hasil kinerja keuangan 

menunjukan bahwa kinerjakeuangan pendapatan daerah baik, dari semua 

variabel yang di teliti dari secara keseluruhan tahun 20018-2019 
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mengalami peningkatan karena realisasi tercapai melebihi targetnya,  

namun di tahun 2020 mengalami sedikit tekanan dibagian pendapatan 

dengan demikian juga mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah 

di tahun 2020. 

5.1.2. Kinerja Keuangan Belanja Daerah 

Secara keseluruhan kinerja keuangan belanja daerah dari tahun 2018-

2020 sudah baik, di liahat dari rasio varianya dimana dari tahun ke tahun 

mengalami kinerja yang menguntungkan. 

5.1.3. Kinerja Keuangan Pembiayaan Dareah 

Secara keseluruhan hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Kinerja 

Keuangan Pembiayaan Daerah khususnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran)Pemerintah Daerah kabupaten dan Kota di DIY bersaldo positif 

 

 

 

 

5.2. Saran 

Saran yang dapat ditarik dari kesimpulan adalah : 

1) Untuk Pemda Berdasarkan hasil analisis serta kesimpulan di 

atas,maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan sebagai 

berikut : 

a. Pemerintah Daerah perlu lebih berusaha untuk meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penggalian potensi-potensi 
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baru daerah dan pengembangan potensi daerah. Beberapa cara 

yang dapat dilakukakn adalah: 

• Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh 

wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak. 

Tertib dalam administrasu serta tertib dalam penyetoran 

• Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi 

daerah sesuai dengan potensi yang objektif berdasarkan 

peraturan yang berlaku. 

• Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan 

berkelanjutan untuk antisipasi terjadinya penyimpangan dalam 

pelaksanaan pungutan PAD oleh aparatur. 

b. Pemerintah Daerah perlu mencari alternatif lain untuk dapat 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat 

kondisi dan potensi yang dimiliki, sehingga tingkat ketergantungan 

kepada pemerintah pisat tidak semakin besar. Peningkatan PAD 

diharapkan tidak menghambat investor untuk menanamkan 

modalnya. Pemerintah seharusnya dapat meningkatkan investasi 

dengan memberikan insentif bagi investor yang akan 

menginvestasikan modalnya ke Kabupaten dan Kota di DIY, 

dengan demikian maka dapat meningkatkan pertumbuhan 

ekonomu, dimana jika pertumbuhan ekonomi meningkat maka 

PAD juga akan meingkat. Peran swasta melalui UMKM juga perlu 
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ditingkatkan dengan mengadakan kerja sama dengan pemerintah 

daerah melalui pengembangan ekonomi lokal. 

c. Pemerintah daerah hendaknya tidak hanya fokus dalam mengejar 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam waktu yang cepat, tetapi 

harus memperhatikan pemerataan pembangunan, karena strategi 

pengembangan tersebut sangat rapuh dan peka terhadap faktor 

eksternal aupun perubahan ekonomi dari luar wilayah. 

2) Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih rinci lagi dalam 

menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan 

menggunakan berbagai macam rasio ynag lebih banyak dan bisa 

menggambarkan keadaan keuangan daerah yang sebenarnya. Selain 

itu, diharapkan penelitian selanjutnya untuk menambah lagi jangka 

waktu penelitian, tidak hanya mengambil 3 tahun saja, namun 

kedepannya pra dan pasca pandemi global. 
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